BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-18
telah mengubah wajah dunia. Berbagai penemuan di bidang industri (revolusi
industri) melahirkan tatanan dunia ekonomi baru. Tatanan dunia ekonomi terfokus
pada keuntungan perseorangan dan bukan lagi pada kebaikan bersama, melainkan
mengarah kepada kaum pemilik modal (Kapitalis). Kaum pemilik modal ini
memanfaatkan penemuan baru tersebut dengan tujuan untuk memperkaya diri dan
memperkuat kedudukan ekonomi dan akibatnya menimbulkan persaingan bebas
yang tidak terbatas. Sistem ekonomi kapitalis liberal memberikan keuntungan
yang sebesar-besarnya kepada pemilik modal dan melahirkan kemelaratan serta
kemiskinan bagi masyarakat ekonomi lemah.

Gerakan koperasi dunia dimulai awal abad ke-19 di Inggris. Awal
mulanya koperasi dimulai dari munculnya revolusi industri. Penemuan baru yang
terjadi dalam lapangan industri mengakibatkan perubahan-perubahan yang sangat
besar. Banyak hal yang dulunya dikerjakan oleh manusia kini dapat dikerjakan
olen mesin. Akibat dari perubahan itu banyak masyarakat kelas ekonomi
menengah ke bawah mengalami penderitaan. Adanya revolusi industri ini hanya
menguntungkan atau menguatkan kelompok pemilik modal untuk menguasai
semua kehidupan masyarakat. Akibat dari perkembangan itu, golongan
masyarakat lemah semakin terdesak kebutuhan ekonominya, banyak masyarakat
yang tidak memiliki pekerjaan dan hidup dalam penderitaan atau mereka terjebak

dalam situasi kemiskinan.

Dari awal dibentuknya koperasi yang ada di Inggris telah memiliki tujuan
mulia untuk menyelamatkan masyarakat yang menderita. Dalam perjalanan
selanjutnya koperasi pun berkembang dan bahkan hampir semua negara di dunia
ini, baik negara maju maupun negara berkembang percaya pada organisasi
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koperasi. Indonesia yang merupakan negara berkembang juga membangun dan
menghidupkan organisasi koperasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk membantu
masyarakat yang menderita atau masyarakat yang selalu hidup dalam kemiskinan.
Dalam perkembangannya ada berbagai jenis koperasi, ada koperasi konsumen,
koperasi kredit, koperasi jasa dan koperasi produsen dan dalam pelaksanaanya,
koperasi memiliki nilai-nilai, prinsip, tujuan dan asas yang dihidupkan dalam
koperasi itu sendiri. Semuanya itu merupakan pedoman dalam membangun

perusahaan koperasi yang handal.

Masalah kemiskinan sampai dengan saat ini sudah menjadi masalah
pembangunan yang bersifat multidimensi, termasuk di Indonesia. Indonesia yang
merupakan negara berkembang memiliki jumlah penduduk miskin yang begitu
banyak dan karena jumlahnya yang banyak, maka perlu adanya perhatian secara
serius dalam mengatasi kemiskinan serta mencari jalan keluarnya. Mengenai
masalah kemiskinan di Indonesia dapat diketahui dengan adanya kondisi yang
dialami  oleh  masyarakat sendiri  seperti, kondisi  keterbelakangan,
ketidakberdayaan dan ketidakmampuan dari sisi ekonomi serta banyaknya jumlah
penduduk yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran yang menjadi sebab
masyarakat hidup dalam kemiskinan. Mengenai kemiskinan di Indonesia, ada
beberapa kategori kemiskinan yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan absolut dan

kemiskinan struktural

Latar belakang hadirnya wacana ekonomi kerakyatan ialah adanya situasi
krisis ekonomi yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Krisis ekonomi yang
terjadi disebabkan oleh sistem kapitalisme neoliberal di berbagai negara. Adanya
krisis ekonomi ini telah mengakibatkan banyak masyarakat hidup dalam
kemiskinan dan dalam mengatasi masalah tersebut para pendiri bangsa Indonesia
berupaya untuk mencari jalan keluar. Dalam mengatasi masalah kemiskinan
tersebut, maka muncul gagasan ekonomi kerakyatan yang memihak kepada
masyarakat miskin dan secara historis gagasan ekonomi kerakyatan dibangun atas
kesadaran untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat yang terkucilkan di bawah
kolonialisme. Sekitar 75 tahun yang lalu para pendiri bangsa Indonesia sudah

memikirkan bagaimana melindungi, memajukan dan menyejahterakan rakyat
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Indonesia melalui kedaulatan dalam bidang ekonomi. Adanya pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945, yang mengatakan bahwa perekonomian di susun sebagai
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini merupakan sebuah patokan
untuk pembangunan negara Republik Indonesia dalam meningkatkan ekonomi
masyarakat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang dianggap tepat, untuk
mengelola ekonomi sesuai kemampuannya dengan memanfaatkan segala sumber

daya yang ada.

Tujuan utama ekonomi kerakyatan dalam garis dasar meliputi tersedianya
peluang kerja dan terciptanya kehidupan yang layak bagi seluruh anggota
masyarakat. Terselenggaranya sistem jaminan sosial ditujukan secara khusus bagi
anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak
terlantar. Pendistribusian kepemilikan modal material secara relatif merata di
antara anggota masyarakat, terselenggaranya pendidikan nasional dengan
memberikan bantuan cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat, dan terjaminnya
kemerdekaan bagi setiap anggota masyarakat untuk mendirikan serta menjadi

anggota serikat-serikat ekonomi.

Ekonomi kerakyatan mempunyai peran strategis di dalam sistem dan
struktur ekonomi di Indonesia. Dalam sistem dan strukturnya, ekonomi
kerakyatan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan ekonomi
daerah dan ekonomi nasional. Ekonomi kerakyatan memiliki peran penting dalam
pembangunan untuk kemakmuran masyarakat seperti, rakyat secara partisipatoris-
emansipatoris  berkesempatan untuk aktif dalam kegiatan ekonomi,
memberdayakan untuk meningkatkan usaha-usaha produktif, pembangunan
ekonomi rakyat sebagai pemberdayaan secara bersama-sama. Pembangunan
perekonomian rakyat sebuah usaha untuk mempertahankan daulat rakyat dan
bukan daulat pasar dan usaha itu dilakukan untuk meningkatkan kemandirian

ekonomi.

Wadah ekonomi rakyat yang sangat sesuai dengan anjuran Undang-
Undang Dasar 1945 adalah koperasi. Koperasi sebagai organisasi yang
menampung banyak orang miskin, dengan asas kekeluargaan, kerja sama, gotong-

royong akan mampu menjadi wadah ekonomi untuk berusaha menciptakan
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kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya dan anggota koperasi khususnya.
Usaha koperasi untuk menciptakan kesejahteraan bagi anggota khususnya dan
bagi masyarakat luas ialah dengan memberikan pinjaman uang kepada anggota
dengan tujuan untuk mengembangkan usaha dari anggota atau keperluan dari
anggota dan masyarakat luas. Lembaga koperasi memiliki peran yang sangat
penting untuk membantu anggota dalam memproduksi hasil usaha dari anggota
koperasi itu sendiri. Koperasi dapat menangani hasil produksi anggota dengan
sebaik mungkin, agar anggota koperasi merasa puas dan hasil produksi tersebut
dapat dinikmati oleh seluruh anggota koperasi dengan harga yang relatif tinggi.
Koperasi akan mengatur dan mengelola pemasaran hasil produksi anggota. Hal
yang bisa dilakukan oleh lembaga koperasi ialah, Pertama, memberikan informasi
pasar yang akurat dan cepat pada anggota, sehingga anggota mengetahui harga
jual, kualitas dan jenis barang yang dibutuhkan konsumen. Kedua, memberikan
penyuluhan atau pembinaan pada anggota koperasi sebagai produsen agar tidak
hanya bergantung atau menghasilkan satu produk saja, melainkan

mengembangkan dengan berbagai produk yang dibutuhkan di pasar.

Koperasi sebagai sarana dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan, maka
hal yang dilakukan koperasi ialah dengan berupaya meningkatkan produksi rakyat
di daerah pedesaan dengan membangun koperasi pertanian. Koperasi memberikan
bantuan-bantuan berupa alat yang dibutuhkan oleh petani dan memberikan
pinjaman berupa uang untuk mengembangkan usaha dari para anggota khususnya.
Lebih jauh koperasi selalu berusaha untuk menjadikan koperasi yang berinovasi
dalam artian, koperasi bisa menghasilkan produk-produk yang berbeda dan
berkualitas serta memiliki nilai guna yang tinggi dan bisa digunakan oleh banyak
orang. Adanya produk-produk yang berkualitas dihasilkan oleh koperasi, maka
koperasi juga membantu memasarkan produk tersebut dengan harga yang tinggi
agar bisa meraih keuntungan lebih dan menjadikan itu sebagai sumber pemasukan

bagi anggota dan masyarakat umumnya.

Pencapaian koperasi sebagai sokoguru perekonomian tentunya melalui
partisipasi aktif dari masyarakat secara umum dan para anggota khususnya. Tanpa

partisipasi aktif dari masyarakat dan anggota koperasi, maka koperasi akan
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menjadi sulit menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat miskin dan sistem
ekonomi kerakyatan tidak direalisasikan dengan baik. Oleh karena itu, peran
koperasi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan dalam mengatasi kemiskinan
tidak terlepas dari partisipasi yang aktif dari masyarakat dan anggota koperasi.
Dengan partisipasi yang aktif dari masyarakat sendiri dan anggota koperasi maka
koperasi dapat mewujudkan ekonomi kerakyatan dalam mengatasi kemiskinan di
Indonesia dan dengan demikian koperasi menjadi sokoguru perekonomian

nasional.
5.2 USUL DAN SARAN
5.2.1 Lembaga Koperasi

Koperasi sebagai organisasi perkumpulan masyarakat miskin yang sesuai
dengan sistem ekonomi kerakyatan dan anjuran Undang-Undang Dasar 1945
harus tetap mampu menjaga identitas agar koperasi tidak kehilangan jati dirinya
sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Di era modern seperti sekarang
ini, koperasi harus mampu mempertahankan identitasnya dengan tetap mengikuti
nilai-nilai, prinsip-prinsip, asas-asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaanya,
sehingga tidak menimbulkan krisis dalam koperasi itu sendiri. Hemat saya dengan
mengikuti semua nilai-nilai, prinsip-prinsip dan asas-asas koperasi maka banyak
masyarakat yang akan bergabung dalam koperasi dan masyarakat atau anggota
yang telah bergabung dalam koperasi tidak akan meninggalkan koperasi, karena
mereka telah merasakan dan menikmati usaha yang telah mereka bangun melalui

organisasi koperasi.
5.2.2 Masyarakat

Masyarakat diharapkan untuk bergabung dalam koperasi, secara
khususnya masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Koperasi akan membantu
masyarakat dengan mengajarkan hidup hemat, mengajarkan cara menabung uang
dengan baik dan mengembangkan keterampilan dengan maksud untuk menolong
diri sendiri yang diwarnai dengan rasa kekeluargaan dan kerja sama. Masyarakat

diharapkan agar tidak salah memilih organisasi ekonomi yang bisa saja mencari
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keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfatkan masyarakat. Oleh karena itu,
besar harapan agar masyarakat bisa bergabung dalam koperasi dan berpartisipasi

yang penuh untuk menolong diri mereka sendiri melalui organisasi koperasi.
5.2.3 Lembaga Pemerintah

Peran pemerintah di tingkat daerah maupun nasional dalam mendukung
koperasi sangat berpengaruh terhadap kemajuan dari organisasi koperasi.
Pemerintah di Indonesia di harapkan terus memperhatikan organisasi koperasi
serta peduli terhadap perkembangan koperasi. Koperasi berusaha untuk membantu
pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah mesti
bekerja sama dengan koperasi untuk mengatasi masalah kemiskinan sehingga
anggota koperasi yang sudah masuk dalam koperasi mampu memberdayakan
dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah. Bentuk partisipasi dari
pemerintah dalam mendukung kemajuan dari koperasi tersebut pemerintah harus
menciptakan Undang-Undang yang melindungi koperasi dari segala ancaman.
Memudahkan koperasi dalam melayani anggota-anggota koperasi serta membantu
koperasi dengan memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas guna untuk

melancarkan pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat luas.
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